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[image: ]ABSTRACT
Problem Statement/Background (GAP): The Covid-19 pandemic that occurred globally especially in Indonesia felt a significant impact in the economic and health sectors so the government made a policy to refocus activities and reallocate budgets to accelerate the handling of Covid-19. Purpose: The purpose of this study was to find out the implementation, obstacles and efforts made by the Tarakan City Health Office in Refocussing and Realizing Budgets in Handling Covid-19. The theory used by the author is Gregory's theory by analyzing the dimensions of Participation, Completeness, Standards, Flexibility, Feedback, and Cost Analysis. Method: The method used in collecting master data in the preparation of this final report is by using a qualitative descriptive method with an approach. The data collection techniques used were observation, interviews, and documentation, while the data analysis techniques used were data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The location chosen to carry out the research is the Tarakan City Health Office. Result: The results showed that the implementation of refocusing and budget reallocation had been going well but still encountered several obstacles, including not maximizing activities whose budgets were reduced for handling Covid-19, lack of public understanding regarding corona which caused many obstacles faced by health workers in screening/field activities. being late and providing funds made the Health Office use other budgets to buy Covid-19 handling needs. Conclusion: In this case, the researcher and recommends the Health Office to be proactive in conducting counseling related to Covid-19 and is expected to provide support for health advice in handling Covid-19.
Keywords: Implementation, Activity Refocussing & Budget Reallocation, Handling Covid-19


ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pandemi Covid-19 yang terjadi secara global, khususnya di Indonesia merasakan dampak yang signifikan disektor perekenomian dan kesehetan, sehingga pemerintah membuat kebijakan Refocusing kegiatan dan realokasi anggaran guna percepatan penanganan Covid-19. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui implementasi, kendala serta upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Tarakan dalam Refocussing dan Realokasi Anggaran dalam Penanganan Covid-19. Teori yang digunakan penulis adalah teori Gregory dengan menganalisis dimensi Partisipasi, Kelengkapan, Standar, Fleksibilitas, Feedback, dan Analisis Biaya. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penulisan laporan akhir ini yaitu dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Metode: Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah, observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan,

 (
10
)
[image: ]teknis analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Lokasi yang dipilih untuk melaksanakan penelitian adalah Dinas Kesehatan Kota Tarakan. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Refocussing dan Realokasi Anggaran sudah dijalankan dengan sangat baik namun masih mengalami beberapa kendala antara lain tidak maksimalnya kegiatan yang anggarannya dikurangi untuk penanganan Covid-19, kurangnya pemahaman masyarakat terkait corona yang mengkibatkan banyaknya penolakan yang dihadapi tenaga kesehatan dalam kegiatan screening/pelacakan dilapangan serta keterlambatan pencairan dana membuat pihak Dinas Kesehatan memakai anggaran lainnya untuk membeli kebutuhan penanganan Covid-19. Kesimpulan: Dalam hal ini peneliti memberikan saran dan merekomendasikan kepada Dinas Kesehatan untuk pro aktif melakukan penyuluhan terkait Covid-19 serta diharapkan pemerintah mempercepat pencairan anggaran kesehatan dalam penanganan Covid-19.

Kata kunci: Implementasi, Refocussing Kegiatan & Realokasi Anggaran, Penanganan Covid-19.


I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Di Kota Tarakan pandemi Covid-19 ini juga sangat memberikan dampak yang cukup buruk terhadap semua sektor. Namun sektor ekonomi lah yang paling terdampak dikarenakan pandemi yang melanda seperti sekarang ini menghambat kegiatan yang kebanyakan dilakukan untuk menunjang kehidupan masyarakat.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara juga mengingatkan serta menegaskan kepada pemda untuk tidak menyalahgunakan kebijakan refocusing APBD untuk penanganan Covid-19. Dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan daerah akan dilakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan nanti akan mengikuti aturan yang berlaku kemudian melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah apakah sudah sesuai dengan aturan atau belum. Oleh karena itu terkait dengan refocusing yang dikhawatirkan nanti ialah dialihkan seolah-olah untuk Covid-19 tetapi tidak ada hubungannya. Setiap anggaran untuk penanganan Covid-19 akan diuji apakah benar pengalihan aturan tadi buat Covid-19 atau tidak, bila tidak berarti memanfaatkan aturan untuk digunakan yang lain. Apabila hal tersebut dinilai terdapat penyelewengan maka akan berdampak pada penilaian opini pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2021.Jika mengacu di aturan, secara teknis aplikasi refocusing anggaran tak memerlukan persetujuan dari DPRD, tetapi untuk pemanfaatannya tidak boleh untuk kepentingan lain, selain untuk penanganan Covid-19.
Rasionalisasi APBD di Kota Tarakan tahun ini dilakukan dengan memperhatikan upaya refocusing kegiatan dan realokasi anggaran anggaran pada percepatan penanganan COVID-19 pada Kota Tarakan. Kemudian disamping itu juga Pemerintah Kota Tarakan menyesuaikan dengan peraturan terbaru berasal Kementerian Keuangan dan proyeksi pendapatan daerah. Kebijakan penyusunan dan pelaksanaan refocusing kegiatan ini dilaksanakan sejalan menggunakan visi dan misi Kota Tarakan sehingga aturan yg ada dapat direalisasikan secara efektif serta efisien.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)
Kurangnya koordinasi pihak terkait tentang pengadaan alat kesehatan serta bahan medis membuat kenaikan harga alat kesehatan secara tiba-tiba dikarenakan permintaan bahan medis yang semakin tinggi yang tidak sesuai menggunakan anggaran serta perlu perubahan aturan balik serta menyebabkan keterlambatan pendistribusian alat kesehatan dan bahan medis serta stock alat


kesehatan serta bahan medis habis akibat keterlambatan penerimaan alat kesehatan dan bahan medis yang menyebabkan masyarakat mengeluhkan harga yang sangat tinggi. Dari berbagai persoalan yang ada, tentunya hal seperti ini masih banyak membutuhkan perhatian yang lebih. Pemerintah Kota Tarakan dalam hal ini memberikan tugas kepada Dinas Kesehatan Kota Tarakan untuk lebih memperhatikan strategi pelaksanaan pengadaan barang agar tidak kecurian dalam penetapan anggaran belanja untuk alat kesehatan dan bahan medis..

1.3. Penelitian Terdahulu
[image: ]Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya, yaitu Jamila Lestyowati,Abdila Faza Kautsarina(Implementasi Realokasi Anggaran dan Refocusing Kegiatan Di Masa Pandemi Covid- 19: Studi Kasus BDK Yogyakarta), lalu penelitian dari Muhammad Junaidi, Kadi Sukarna,Zainal arifin,Soegianto(Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19), dan penelitian dari Deden Rafi Syafiq Rabbani(Public Trust Building Strategy Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah: Telaah Proses Refocusing Dan Realokasi APBD Dalam Upaya Penanganan Covid-19). Dari 3 penelitian tersebut terdapat perbedaan. Perbedaannya, penelitian saat ini ingin melihat bagaimana implementasi kegiatan refocusing di dinas sosial dalam menangani Covid- sedangkan penelitian sebelumnya terfokus pada public trust building strategy didalam pengelolaan keuangan daerah.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah
Hasil penelitian yang telah dipaparkan menyatakan bahwa :
1. Hasil Penelitian Jamila Lestyowati,Abdila Faza Kautsarina(Implementasi Realokasi Anggaran dan Refocusing Kegiatan Di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus BDK Yogyakarta) adalah Realokasi anggaran dan refocusing kegiatan pada BDK Yogyakarta dilaksanakan sesuai peraturan terkait.Terdapat penghematan dari belanja barang non birokrasi non operasional dan terdapat penambahan pagu belanja jasa profesi.Exercise penghematan tersebut mengurangi pagu BDK Yogyakarta sehingga mengubah kontrak yang tidak terealisasi.
2. Hasil penelitian Muhammad Junaidi, Kadi Sukarna,Zainal arifin,Soegianto(Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19) adalah Muhammad Junaidi, Kadi Sukarna,Zainal arifin,Soegianto(Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19.
3. Hasil penelitian dari Deden Rafi Syafiq Rabbani(Public Trust Building Strategy Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah: Telaah Proses Refocusing Dan Realokasi APBD Dalam Upaya Penanganan Covid-19) adalah Proses refocusing dan realokasi APBD dalam pengelolaan keuangan daerah harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian mengingat dalam situasi pandemi memberikan arah serta kebijakan dan keadaan hukum baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Proses tersebut juga harus dapat mewujudkan public trust building strategy dalam pengelolaan keuangan dalam melakukan tugas dan kewajibanya untuk mengelola keuangan daerah.


1.5. Tujuan.
Berdasarkan Latar Belakang diatas maka penulis merumuskan tujuan dari peneIitian ini sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui Implementasi Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Dinas


Kesehatan Kota Tarakan; dan
2. Untuk mengetahui faktor apa yang menjadi hambatan dalam implementasi Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Tarakan; dan
3. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan Dinas Kesehatan dalam rangka Implementasi Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran di Kota Tarakan..

II. METODE
[image: ]Bapak dosen sekalian untuk menjawab rumusan masalah saya menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh Gregory (2005). Dalam teori tersebut terdapat beberapa dimensi yaitu Partisipasi,Kelengkapan,Standar,Fleksibilitas,Feedback ,Analisis Biaya & PendapatanTinjauan teoritis ini ditopang oleh tinjauan legalistik yang dimana tinjauan legalistik merupakan payung hukum yang mengatur tema penelitian diharapkan dapat menghasilkan analisis komprehensif. Yaitu kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tema penelitian. Diantaranya adalah
· Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
· Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19
· Instruksi Presiden No 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19
· Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
· Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Covid- 19 Di Lingkungan Pemerintah Daerah
Sebagai gambaran langkah teknis apa saja yang saya gunakan peneliti dilapangan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditopang dengan alat analisis teori parsons at.al maka saya menetapkan desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif melalui pendekatan induktif. kualitatif deskriptif adalah suatu metode dimana peneliti langsung menanyakan langsung kepada narasumber yang terlibat. Pendekatan induktif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji topik penelitian tertentu dan bersifat khusus kemudian diperoleh pengetahuan yang lebih luas. Sehingga pengetahuan itu dapat berlaku pada lokus yang lebih besar.
Setelah desain penelitian ditetapkan maka saya akan mengumpulkan data. Adapun teknik
pengumpulan data yang saya gunakan melalui observasi, wawancara, dokumentasi.Setelah data dikumpulkan maka akan dilakukan analisis data. Teknik analisis data yang digunakan meliputi 3 tahapan utama nalisis kualitatif dari 3 tahapan. Yaitu data reduction, data display, conclusion drawing verification. Data reduksi adalah memilih dan memilah data sesuai dengan dimensi teori pemberdayaan parsons at al, data display kegiatan menyajikan data yang telah direduksi kedalam gambar, tabel, dan lain-lain yang mudah dimengerti, yang terakhir conclusion drawing yaitu membuat kesimpulan sementara dari data yang sudah disajikan kemudian diverifikasi kepada narasumber kemudian diperoleh kesimpulan akhir.


III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Refocusing Kegiatan dan Realokasi anggaran di Dinas Kesehatan Kota Tarakan
Penelitian ini mendeskripkan tentang bagaimana pelaksanaan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kota Tarakan. Refocusing ini menyebabkan banyak kegiatan dan anggaran APBD tahun 2020 yang harus dilakukan perubahan, karena terjadi ketidaksesuaian dengan asumsi yang terdapat dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan juga terjadi karena timbul keadaan yang mengharuskan terjadinya pergeseran anggaran.
[image: ]Adapun yang dimaksud dengan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran adalah memfokuskan atau mengarahkan anggaran kembali yang telah disusun sebelumnya untuk suatu kegiatan yang awalnnya tidak dianggarkan ataupun tidak di prioritaskan melalui perubahan anggaran atau disebut revisi anggaran.Pandemi Covid-19 ini sangat membuat banyak Pemerintah baik itu Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah mengalami kewalahan karena refocusing anggaran yang menyebabkan perubahan anggaran yang dilakukan secara cepat dengan waktu yang sangat singkat. Kemudian dalam refocusing kegiatan dan realokasi anggaran ini juga membahas tentang belanja tidak terduga selama Covid-19 ini berjalan. Salah satu yang tentu harus dilakukan dalam pelaksanaan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran adalah perubahan terkait dengan belanja kesehatan dan belanja prioritas lainnya
Implementasi Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran dalam rangka penanganan covid-19 pada umummya dapat dinilai dari beberapa indikator. Penulis sendiri menggunakan teori dari teori Implementasi anggaran menurut Gregory, yang mengemukakan bahwa untuk mengukur Implementasi Refocusing dapat dilihat dengan dimensi berikut ini :
1. Partisipasi
· Partisipasi OPD Dinas Kesehatan Tarakan
Peran dinas kesehatan serta tenaga kesehatan sangat penting dalam penanganan Covid-
19 pada setiap level intervensi. Utamanya pada level masyarakat untuk melakukan komunikasi risiko dan edukasi masyarakat terkait protokol kesehatan untuk melawan Covid-19. Kemudian untuk melakukan contact tracing & tracking (penyelidikan kasus dan investigasi wabah), serta fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat. tenaga kesehatan masyarakat memiliki kemampuan dalam memahami pola-pola promotif dan preventif Covid-19 di masyarakat.
· Partisipasi Masyarakat
Penyebaran covid-19 tidak terkendali, pemerintah aktif mengajak serta menghimbau masyarakat untuk ikut dalam menjaga agar penyebaran virus covid-19 ini tidak meluas dengan membatasi kontak sosial atau fisik. Partisipasi masyarakat merupakan kunci utama keberhasilan dalam penanganan dan pencegahan penyebaran wabah covid-19. Social distancing dan physical distancing diterapkan guna memotong rantai penyebaran virus tersebut. Sebagian masyarakat secara sadar telah mengikuti mekanisme pembatasan sosial ini, tetapi sebagian lagi belum berpartisipasi. Penelitian ini mengakaji partisipasi masyarakat dalam mencegah penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia. Penanganan penyebaran virus ini bisa terlaksana dengan baik jika masyarakat turut serta mengikuti imbauan pemerintah untuk selalu menjaga jarak aman satu sama lain, salah satunya adalah dengan tetap tinggal di rumah (stay at home).


2. Kelengkapan Sumber Daya Teknologi yang mendukung kegiatan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran
· Sumber daya yang ada
· Kemajuan teknologi
Dinas Kesehatan Kota Tarakan telah memiliki Sumber Daya Manusia yang mumpuni serta Teknologi yang sangat memadai untuk penanggulangan virus covid-19 ini. Berbagai upaya terkait covid-19 dilakukan dengan sangat maximal dengan meningkatkan fisik serta kelengkapan tekonologi yang sangat baik menjadi faktor utama keberhasilan penanganan kesehatan di Kota Tarakan.
3. [image: ]Standar
Dinas Kesehatan Kota Tarakan melakukan pengendalian serta pencegahan sesuai dengan standar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran di Kota Tarakan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kesesuaian antara peraturan yang ada memang seharusnya selaras dengan pelaksanaan yang ada. Hal ini dilakukan agar segala kegiatan yang telah di rencanakan dengan sangat matang dapat berjalan dengan baik apabila diikuti oleh peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah
4. Fleksibilitas
Dinas Kesehatan Kota Tarakan Fleksibel atau mudah menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi seperti sekarang yakni penanganan covid-19 di Kota Tarakan. Dapat dilihat dari wawancara diatas bahwa Dinas Kesehatan telah mempersiapkan berbagai macam tantangan di berbagai keadaan dengan mengukur segala anggaran yang dilakukan perubahan agar dapat menyesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan dalam penanganan covid-19 di Kota Tarakan. Artinya disini Dinas Kesehatan mampu mengubah keadaan dengan baik dan lancar selama masa pandemi covid-19.
5. Feedback
Dinas Kesehatan Kota Tarakan mendapat respon yang posotif dari masyarakat selama pelaksanaan kegiatan kesehatan di Kota Tarakan. Antusiasme serta ketertiban masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan menjadi nilai plus didalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Tarakan. Target vaksin yang diinginkan oleh Bapak Presiden terpenuhi tepat waktu karena masyarakat yang sangat membantu dalam kegiatan tersebut. Himbauan dari Dinas Kesehatan kepada camat serta lurah-lurah di Kota Tarakan sangat mempengaruhi antusiasme dari masyarakat akan pentingnya vaksin terhadap kesehatan.
6. Analisis Biaya & Pendapatan
Proses mempersiapkan dan menyepakati anggaran adalah sarana untuk menerjemahkan tujuan organisasi secara keseluruhan ke dalam rencana tindakan yang rinci dan layak. Proses penyusunan anggaran tahunan melibatkan banyak tenaga, waktu, dan biaya. Oleh karena itu, penting bagi suatu lembaga untuk dapat mengikuti secara akurat semua metode penyusunan anggaran tahunan. Dalam penganggaran, fokusnya tidak hanya untuk menyiapkan anggaran, tetapi yang lebih penting adalah memiliki operasi tindak lanjut untuk penganggaran dan bertindak sesuai dengan data yang diketahui.
Anggaran merupakan ekspresi keuangan dari rencana institusi untuk suatu periode waktu. Ini memberitahu di mana dan bagaimana organisasi akan menghabiskan uang dan dari mana uang akan datang untuk membayar biaya ini. Dia menambahkan bahwa anggaran menetapkan batas bahwa anggaran juga memberikan jaminan bahwa kebutuhan yang paling penting dari sebuah institusi terpenuhi terlebih dahulu dan kebutuhan yang kurang penting ditangguhkan sampai ada dana yang


cukup untuk membayarnya. Meskipun penyusunan anggaran bukanlah satu-satunya hal yang perlu diperhatikan dalam penganggaran, namun dasar-dasarnya tetap diperlukan agar setidaknya ada perkiraan yang mendekati.

3.2 Faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Tarakan
[image: ]Terdapat hambatan yakni pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat akibat berkurangnya penerimaan negara, kemudian berdampak pada perekonomian nasional. Pemerintah pusat belum melakukan transfer dana ke daerah, padahal waktu triwulan pertama sudah lewat. Hal ini adalah salah satu dampak pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Bukan hanya keterlambatan transfer dana daerah, pemerintah pusat juga mengurangi jatah dana transfer. Baik itu dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), juga Dana Insentif Daerah (DID).

3.3 Upaya yang dilakukan Dalam Menanggulangi Hambatan Dalam Implementasi Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran di Dinas Kesehatan Kota Tarakan
Sinkronisasi program dan kegiatan penanganan COVID-19 antara pemerintah pusat dan daerah. Langkah ini meningkatkan efisiensi penganggaran dengan menyelesaikan masalah berdasarkan kapasitas masing-masing hirarki pemerintahan. Sinkronisasi system “bagi beban” ini menjamin ketersediaan anggaran di pusat dan daerah sehingga tidak menimbulkan double spending. Hal ini rawan terjadi saat pelaksanaan jaring pengaman sosial, etika satu orang bisa menerima dua kali bantuan dari pemerintah pusat dan daerah.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan pada Rabu 5 Januari 2022, beliau mengatakan:
Dukungan pemerintah pusat dalam pelaksanaan transfer ke daerah tepat waktu juga membantu daerah untuk mempercepat penanggulangan COVID-19. Sanksi penundaan DAU kepada 380 daerah akibat keterlambatan realokasi anggaran sempat menghambat pelaksanaan penanggulangan pandemi. Namun keputusan pemerintah pusat untuk tetap mengirimkan DAU kepada daerah-daerah tersebut menunjukkan dukungan pemerintah pusat bagi pemerintah daerah.
Berdasarkan pembahasan diatas bahwa dalam optimalisasi pelaksanaan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran rangka penanganan Covid-19 di Dinas Kesehatan Kota Tarakan dalam memecahkan masalah mengambil langkah atau upaya seperti Dukungan pemerintah pusat dalam pelaksanaan transfer ke daerah tepat waktu juga membantu daerah untuk mempercepat penanggulangan COVID-19.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian
Hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas akan berlainan terhadap hasil peneliti terapkan, Perbedaannya, penelitian saat ini ingin melihat bagaimana implementasi kegiatan refocusing di dinas menangani Covid- sedangkan penelitian sebelum terfokus kepada kedudukan kepala daerah atau organisasi eksekutif dalam masalah penganggaran. Dan juga Perbedaannya, penelitian saat ini ingin melihat bagaimana implementasi kegiatan refocusing di dinas menangani Covid- sedangkan


penelitian sebelum terfokus kepada kedudukan kepala daerah atau organisasi eksekutif dalam masalah penganggaran.
3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya
[image: ]Proses refocusing dan realokasi APBD dalam pengelolaan keuangan daerah harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian mengingat dalam situasi pandemi memberikan arah serta kebijakan dan keadaan hukum baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Proses tersebut juga harus dapat mewujudkan public trust building strategy dalam pengelolaan keuangan dalam melakukan tugas dan kewajibanya untuk mengelola keuangan daerah
IV. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian dan hasil analisis dari data penelitian yang diperoleh penulis mengenai implementasi refocusing kegiatan dan realokasi anggaran dalam rangka penanganan covid-19 oleh Dinas Kesehatan Kota Tarakan , maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:
1. Implementasi refocusing kegiatan dan realokasi anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2020 telah dilaksanakan penyesuaian atau refocusing sebanyak satu kali untuk penanganan covid-19 mulai dilaksanakan pada awal bulan April. Dalam Pelaksanaannya partisipasi baik dari Dinas Kesehatan Kota Tarakan maupun partisipasi masyarakat kota memberikan dampak yang sangat signifikan khususnya bidang kesehatan. Standar pelaksanaan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran ini juga sudah sesuai dengan Inpres Presiden No.4 Tahun 2020. Kemudian refocusing kegiatan dan realokasi anggaran Dinas Kesehatan Kota Tarakan mampu merubah keadaan yang awalnya divonis memiliki tingkat kesehatan yang sangat buruk menjadi jauh lebih baik. Umpan balik yang diberikan masyarakat juga sangat positif namun pada akhir-akhir ini pada kegiatan vaksin ketiga, kepercayaan masyarakat sudah mulai menurun karena vaksin ketiga memberikan efek sakit yang lebih dari sebelumnya. Biaya terealisasikan ada refocusing kegiatan ini teranggarkan dengan baik dengan persentase yang cukup tinggi yakni rata- rata diatas 50%. .
2. Faktor-faktor penghambat dalam implementasi refocusing kegiatan dan relaokasi anggaran dalam rangka penanganan covid-19 di Kota Tarakan yaitu: Adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat akibat berkurangnya penerimaan negara, sebagai dampak pandemi COVID-19. Pemerintah pusat belum melakukan transfer dana ke daerah, padahal waktu triwulan pertama sudah lewat. Hal ini adalah salah satu dampak pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Bukan hanya keterlambatan transfer dana daerah, pemerintah pusat juga mengurangi jatah dana transfer. Baik itu dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), juga Dana Insentif Daerah (DID). Kurang koordinasi antar OPD
3. Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi hambatan dalam optimalisasi pelaksanaan refocusing anggaran dalam pengadaan barang dan jasa dalam penanganan covid-19 di badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota padang yaitu: Sinkronisasi program dan kegiatan penanganan COVID-19 antara pemerintah pusat dan daerah. Langkah ini meningkatkan efisiensi penganggaran dengan menyelesaikan masalah berdasarkan kapasitas masing-masing hirarki pemerintahan. Sinkronisasi system “bagi beban” ini menjamin ketersediaan anggaran di pusat dan daerah sehingga tidak menimbulkan double spending

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.


Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan lebih memperhatikan meningkatkan kompetensi serta jumlah ASN dalam bidang pengelolaan keuangan guna mempercepat proses pengelolaan serta penginputan data yang berhubungan dengan keuangan agar tidak terjadi kesalahan yang dapat memperlambat kegiatan yang bersifat singkat. Peningkatan kompetensi tersebut dapat dilakukan dengan kegiatan pelatihan ya ng berkaitan dengan pengelolaan keuangan untuk para ASN yang dimana kegiatan ini berguna untuk peningkatan kualitas ASN dalam bidang akuntansi pengelolaan keuangan daerah..
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